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Abstrak
 

Sejak diluncurkannya paket deregulasi 1988 (Pakto 88) dengan memberikan kebebasan Bank-Bank berdiri.

Pertumbuhan Bank mengalami perkembangan pesat akibatnya tingkat persaingan antara Bank semakin

sengit dan mengarah ke persaingan tidak sehat dan banyak bank mengalami kesulitan operasional. Kesulitan

tersebut semakin meningkat dengan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, yang mulai terjadi pada tahun

1997. Untuk itu Pemerintah mengambil berbagai kebijaksanaan untuk melakukan restrukturisasi dan

reformasi di bidang perbankan, antara lain dengan cara meningkatkan persyaratan mengenai modal

minimum dan melikuidasi bank-bank yang bermasalah. Upaya pemerintah tersebut ternyata belum

membawa hasil. Karena ternyata pertumbuhan bank pasca likuiditasi, masih belum cukup memadai dan

karenanya Pemerintah mengimbau kepada bank-bank untuk melakukan merger. Pelaksanaan merger tidak

hanya harus dilakukan oleh bank-bank swasta, tapi juga harus dilakukan oleh Bank-Bank BUMN. Diawali

dengan pendirian Bank Mandiri, akhirnya dilaksanakan merger BDN, Bank Exim dan Bapindo ke dalam

Bank Mandiri, dengan ditandatanganinya perjanjian merger, pada tanggal 24 Juli 1999. Dari segi yuridis

pelaksanaan merger tersebut setelah mempunyai dasar hukum yang cukup kuat, karena telah adanya

ketentuan yang mengatur mengenai tatacara dan persyaratan merger, baik ketentuan di bidang hukum

perbankan maupun ketentuan yang diatur dalam hukum perseroan. Narnun tidak dapat dipungkiri masih

adanya permasalahan-permasalahan hukum berkaitan dengan perjanjian merger tersebut, yang meliputi

proses dan tatacara merger dan akibat hukum merger tersebut terhadap kreditor, nasabah kreditor, karyawan,

gugatan pihak ketiga, perpajakan, masalah monopoli dan persaingan usaha dengan bank lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut setidaknya diperlukan adanya pembahasan yang mendalam mengenai

bagaimana sesungguhnya permasalahan-permasalahan hukum dalam merger Bank-Bank BUMN ke dalam

Bank Mandiri. Sejak diluncurkannya paket deregulasi 1988 (Pakto 88) dengan memberikan kebebasan

Bank-Bank berdiri. Pertumbuhan Bank mengalami perkembangan pesat akibatnya tingkat persaingan antara

Bank semakin sengit dan mengarah ke persaingan tidak sehat dan banyak bank mengalami kesulitan

operasional. Kesulitan tersebut semakin meningkat dengan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, yang

mulai terjadi pada tahun 1997. Untuk itu Pemerintah mengambil berbagai kebijaksanaan untuk melakukan

restrukturisasi dan reformasi di bidang perbankan, antara lain dengan cara meningkatkan persyaratan

mengenai modal minimum dan melikuidasi bank-bank yang bermasalah. Upaya pemerintah tersebut

ternyata belum membawa hasil. Karena ternyata pertumbuhan bank pasca likuiditasi, masih belum cukup

memadai dan karenanya Pemerintah mengimbau kepada bank-bank untuk melakukan merger. Pelaksanaan

merger tidak hanya harus dilakukan oleh bank-bank swasta, tapi juga harus dilakukan oleh Bank-Bank

BUMN. Diawali dengan pendirian Bank Mandiri, akhirnya dilaksanakan merger BDN, Bank Exim dan

Bapindo ke dalam Bank Mandiri, dengan ditandatanganinya perjanjian merger, pada tanggal 24 Juli 1999.

Dari segi yuridis pelaksanaan merger tersebut setelah mempunyai dasar hukum yang cukup kuat, karena

telah adanya ketentuan yang mengatur mengenai tatacara dan persyaratan merger, baik ketentuan di bidang
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hukum perbankan maupun ketentuan yang diatur dalam hukum perseroan. Namun tidak dapat dipungkiri

masih adanya permasalahan-permasalahan hukum berkaitan dengan perjanjian merger tersebut, yang

meliputi proses dan tatacara merger dan akibat hukum merger tersebut terhadap kreditor, nasabah kreditor,

karyawan, gugatan pihak ketiga, perpajakan, masalah monopoli dan persaingan usaha dengan bank lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut setidaknya diperlukan adanya pembahasan yang mendalam mengenai

bagaimana sesungguhnya permasalahan-permasalahan hukum dalam merger Bank-Bank BUMN ke dalam

Bank Mandiri.


